BAB |11
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dengan
alat bukti yang minimum kekuatan pembuktiannya belum cukup untuk
menentukan pelaku bersalah dalam kasus pemerkosaan anak seperti pada
bukti yang diajukan dalam perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/Mahkamah
Syar’iyah.Bpd kekuatan pembuktiannya belum kuat untuk dijadikan dasar
dari pertimbangan dan keyakinan hakim dengan alat bukti keterangan saksi,
keterangan ahli dan surat untuk menentukan pelaku bersalah melakukan
tindak pemerkosaan kepada korban meskipun dalam keterangan saksi ada

sebagian keterangan saksi testimonium de auditu.

B. Saran

Bukti-bukti yang diajukan jaksa ini kekuatan pembuktiannya lemah
seharusnya perkara ini tidak dapat diajukan dalam pengadilan dan berhenti

pada tahap penyidikan karena bukti yang didapat kekuatannya masih lemah.
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